
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja.
Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

GUBERNURSUMATERASELATAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

TENTANG
PENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2016

PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN
NOMOR 3 TAHUN2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemerikasaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indondonesia Nomor 4400);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
RepubJik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Pcrimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diu bah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 110, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
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Menetapkan: PERATURANGUBERNUR TENTANG PENJABARANANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2016.

MEMUTUSKAN:

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 540);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 903);

16. Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Sen E) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
[Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
Nomor 4);

17. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri E)
sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tabun 2011 Nomor 14);

18.Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Sumatera Selatan (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor50);
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Pelaksanaan Penjabaran APBDyang ditetapkan dalam Peraturan
Gubernur ini diatur lebih lanjut dalam Dokumen Pe!aksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran IIIdan Lampiran IVyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasa! 1
tercantum dalam Lampiran J yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pasal 1

Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

I. Pendapatan

a. Pendapatan Asti Oaerah Rp 2.733.329.640.400.50
b. Dana Perimbangan Rp 2.713.196.347.000.00
c. Lain-lain Pendepatan yang Sah Rp 1.590.248.169.234.77

Jumlah Pendapaten Rp 7.036.774.156.635,27

2. Belanja
a. Belanja Ttdak Langeung

I) Belanja Pegawai Rp 443.160.626.286,58
2) Belanja Bunga Rp
3) Belanja Subsidi Rp
4) Belanja Hibah Rp 2.091.384.378.798,00
5) Bel!U1JaBantuan Sosial Rp 600.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 181.505.921.000,00
7) Bel!U1JaBantuan Keuangan Rp 812.627.113.811,84
8) Bel!U1JaTidak Terduga RI> 5.000.000.000,00

Rp 3.534.278.039.896,42

b. Belanja Langsung
I) BcianjQ Pegawai Rp 5.947.638.498,00
2) Bel!U1JaB9.I'IIIlgdan JQSQ Rp 981.543.244.532,91
3) Bel!U1JaModal Rp 1.241.874.465.009,46

Rp 2.229.365.348.040,37
Jumlah Belal\l" Rp 5.763.643.387.936,79
Surplus Rp 1.273.130.768.698,48

3. Pembiayaan

9. Penertmaan Rp 150.000.000.000,00
b. Pengcluaran Rp 1.423.130.768.698,48

Jumlab Pcmbiayaan Netto RP (1.273.130.768.698,48)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tabun Berkenaan NIHIL
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN :1.01(, NOMOR 3

H.MU

Diurrlangkan di Palembmg
t:OOa tanggpl18Jam.mi 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMA ERA SELATAN,

GUBERNURS

Ditetapkan di Palemb:mg
prll.~ ')(J Jaruui ~16

Pernturan Gubemur ini muJai berlaku peda tanggal ~

Agpr setiap orang ~ memerinlahkan ~ Peratlllan
Gubemur ini dengan penemp:l1Brlnya dalam Berita Daemh Provinsi Sumatera
Selatan,

Pasal 5
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